BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI MIMIKA,

bahwa dengan telah dilakukannya validasi oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi terhadap hasil evaluasi jabatan
yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika
sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/1622/M.SM.04.00/2019 tanggal
31 Desember 2019 Perihal Persetujuan Hasil
Evaluasi Jabatan di Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Mimika, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun
2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten —
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya
Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten
Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran
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Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terahkir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013

tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020

tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja;
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2019 - 2023;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun
2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran
Dearah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun
2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten
Mimika 04 /2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Mimika.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Mimika.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu organisasi Negara.

Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu
jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang
disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan
untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat
jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.

Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang

mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan
informasi jabatan.

Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai
negeri dalam rangka memimpin satuan organisasi.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi



LAMPIRAN I Peraturan Bupati Mimika

Nomor,

24 Tahun

2021

Tanggal, 13 September 2021

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MIMIKA

KELAS | PERSEDIAAN |
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL | | Sﬂ.ﬁ ORGANISASI JABATAN PEGAWAI KETERAN
i . L o 3 “ 3 &
1. Sekretariat Daerah
1 | Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah 15 1
2 | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah 14 1
3 | Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah 14 1
4 | Asisten Bidang Administrasi C:.EE mmwaﬁmﬂmﬂ Ummnmr 14 1
1.1. Bagian Tata Pemerintahan . . . L
5 | Kepala Bagian Tata Pemerintahan mmwﬁ.mﬁmnmﬁ Umm_,ms 12 1
6 | Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah 9 1
7 | Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah 9 1
8 | Kepala Sub Bagian Pembinaan Distrik dan Nm_:wmwmn Sekretariat Daerah 9 1
1.2. Bagian Kesejahteraan Rakyat S e e :
9 | Kepala Bagian Kesejahteraan mewmﬁ Sekretariat Daerah 12 1
10 | Kepala Sub Bagian Keagamaan Sekretariat Daerah 9 1
11 | Kepala Sub Bagian Mental Spiritual Sekretariat Daerah. 9 1
12 | Kepala Sub Bagian _umﬂaapwms Nmmmsmﬁmb n_ms Oﬂmrnmmm mo_a.oamzmﬂ Ummamw 9 1
1.3. Bagian Hukum _ e . . L
13 | Kepala Bagian Hukum mmrc.oﬁm:mﬁ Um@.mr 12 1
14 | Kepala Sub bagian Penyusunan Produk Hukum Sekretariat Daerah 9 1
15 | Kepala Sub bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah 9 1
16 | Kepala Sub bagian Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah 9 1
1.4. Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan




882 Wwﬁm_.m mm_..nm._ Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Inauga Kelurahan Inauga 8 1
Distrik Wania
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
S5 Kelurahan Inauga Distrik Wania Kelurahan Inanga & 1
TOTAL 883

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 13 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
MICHAEL ROONEY GOMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

v&éﬁbﬁ,

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH

PENATA TK.I

NIP. 19710523 200701 1 011

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 27 Mei 2021

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG




Lampiran II Peraturan Buati Mimika
Nomor 24 Tahun 2021
Tanggal, 13 September 2021

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN LAIN,
KELAS JABATAN, FAKTOR JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

UNIT ORGANISASI KELAS PER!

NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN PE
1 Z 3 : 4
1. Sekretariat Daerah ! _ e s e e
1 Staf Ahli Bidang Hukum onuw amn Sekretariat Daerah 13
Pemerintahan
2 | Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Sekretariat Daerah 13
Pembangunan
3 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sekretariat Daerah 13

Sumberdaya Manusia

1.1. Bagian Tata Pemerintahan

ms,c w_mmeD %_mﬂm wmamm_bg_wms GREB_

4 | Analis Pengaduan Pemerintahan 7
5 Pengadministrasi Perencanaan dan Program Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum D
6 | Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum 7
7 Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum 7
Prasarana
8 Analis Peta Wilayah Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum 7
9 | Analis Program Pembangunan Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum 7
10 | Analis Batas Wilayah Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum 7
11 | Pengadministrasi Otonomi Daerah Sub Bagian Otonomi Daerah B
12 | Analis Pemerintahan Daerah Sub Bagian Otonomi Daerah 7
13 | Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah Sub Bagian Otonomi Daerah 6




3764 | Pengadministrasi Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5
Kelurahan Inauga Distrik Wania
JUMLAH <

Ditetapkan di Timika

pada tanggal, 13 September 2021
BUPATI MIMIKA,

ttd
ELTINUS OMALENG
Diundangkan di Timika

Pada Tanggal, 13 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
MICHAEL ROONEY GOMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

msf\(@c/

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA TK.I
NIP. 19710523 200701 1 011



